
 
BUPATI PANGANDARAN 
PROVINSI JAWA BARAT  

 
PERATURAN BUPATI PANGANDARAN 

NOMOR 29 TAHUN 2018 
 

TENTANG  
 

PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PADA GAJI KETIGA 
BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2018 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 

BUPATI PANGANDARAN,  
 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 

2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau 

Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit 

Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun 

atau Tunjangan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

52.PMK.05/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016 tentang Petunjuk 

Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan 

Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara 

Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau 

Tunjangan, Tunjangan ketiga belas diberikan sebesar 

Penghasilan pada bulan Juni yang meliputi gaji pokok, 

tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan 

umum, dan tambahan penghasilan (TPP)/tunjangan kinerja; 

  b. bahwa untuk meningkatkan produktifitas, kualitas 

pengabdian dan pelayanan serta kesejahteraan pegawai 

Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Pangandaran, dalam melaksanakan tugas dan 

tanggungjawabnya, perlu diberikan Tunjangan Tambahan 

Penghasilan pada Gaji Ketiga Belas; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan  

Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepada 

Pegawai Negeri Sipil pada Gaji Ketiga Belas di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2018, 

dengan Peraturan Bupati. 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara; 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan  Negara; 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara; 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah; 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  

7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa 

Barat; 

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara; 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014   tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 

kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah;  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas 

Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional 

Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 

Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau 

Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit 

Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun 

atau Tunjangan; 

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan; 
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,  

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai 

Negeri; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016 

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, 

Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri 

Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima 

Pensiun atau Tunjangan sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 

52.PMK.05/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016 tentang Petunjuk 

Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan 

Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara 

Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau 

Tunjangan; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 26 

Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Pangandaran; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 13 

Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2018; 

21. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi 

serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Pangandaran; 

22. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 1 Tahun 2017 
tentang tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Dalam 

Rangka Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Pangandaran Nomor 11.A Tahun 2017 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 01 Tahun 2017 

tentang tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Dalam 
Rangka Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran; 
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23. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 49 Tahun 2017 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2018 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 23 Tahun 2018 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 

Pangandaran Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Pangandaran Tahun Anggaran 2018. 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN 

TAMBAHAN PENGHASILAN PADA GAJI KETIGA BELAS 

KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 

ANGGARAN 2018. 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran. 

2. Bupati adalah  Bupati Kabupaten Pangandaran. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan 

pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah 

Kabupaten Pangandaran dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

6. Pengguna Anggaran adalah adalah pejabat pemegang kewenangan 

penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD 

yang dipimpinnya. 

7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri 

Sipil dan/atau Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten 

Pangandaran.   

8. SPP Langsung yang selajutnya disingkat SPPLS adalah dokumen yang 

diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran 

langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat 

perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerimaan, 

peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan 

PPTK. 

 

Pasal 2 
 

(1) Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan dimaksudkan untuk 

meningkatkan produktifitas, kualitas pengabdian dan pelayanan serta 

kesejahteraan pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.  
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(2) Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan bertujuan untuk meningkatkan 

kinerja, motivasi dan disiplin kerja pegawai dalam pelaksanaan tugas-tugas 

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.  

 

Pasal 3 
 

(1) PNS diberikan tunjangan Tambahan Penghasilan Keempat Belas. 

(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  tidak  termasuk Calon PNS,  PNS 

yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau dipekerjakan dan 

diperbantukan di luar Perangkat Daerah. 

(3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan 

sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. 

 
Pasal 4 

 

(1) Tambahan Penghasilan  dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) bersumber dari DPA 

Tambahan Penghasilan Pegawai masing-masing Perangkat Daerah. 

(2) Untuk mencukupi kebutuhan Anggaran akibat pembayaran Tunjangan 

Tambahan Penghasilan  dimaksud dalam Pasal 3, Perangkat Daerah 

melakukan penyesuaian nomenklatur kegiatan dan pergeseran anggaran pada 

saat Perubahan APBD Tahun Angaran 2018. 

  
Pasal 5 

 

(1) Tunjangan Tambahan Penghasilan untuk PNS diberikan sebesar tambahan 

penghasilan yang diterima pada bulan Juni 2018, yang besarannya 

sebagaimana tercantum dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten 

Pangandaran Nomor 900/Kpts.5 –Huk/2018 tentang Rincian Tambahan 

Penghasilan Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2018 

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten 

Pangandaran Nomor 900/Kpts. 6 –Huk/2018 tentang Perubahan Lampiran I 

Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 900/Kpts.5 –Huk/2018 tentang Rincian 

Tambahan Penghasilan Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Pegawai 

Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 

Anggaran 2018. 

(2) Pemberian tunjangan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) dibayarkan pada bulan Juli 2018. 

(3) Dalam hal pemberian tunjangan Tambahan Penghasilan belum dapat 

dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pembayaran dapat 

dilakukan pada bulan-bulan berikutnya. 

 
Pasal 6 

 

(1) Untuk proses pencairan Tunjangan Tambahan Penghasilan, Pengguna 

Anggaran terlebih dahulu harus membuat Surat Permohonan perubahan 

anggaran kas kepada Kepala Badan Pengelola keuangan Daerah selaku 

Bendahara Umum Daerah. 

(2) Proses pencairan dilakukan melalui SPPLS. 

(3) Pengguna Anggaran membuat pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 7 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran. 

   

  Ditetapkan di Parigi 

pada tanggal 4 Juli 2018 

 

BUPATI PANGANDARAN, 

 

ttd/cap 

 

 

H. JEJE WIRADINATA 

Diundangkan di Parigi 

pada tanggal 4 Juli 2018 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN PANGANDARAN, 

 

ttd/cap 

 

MAHMUD 

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN 

TAHUN 2018 NOMOR : 29 

 

 


